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ABSTRAK 

Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, telah ditetapkan sebagai kawasan 
minapolitan perikanan tangkap, dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kumai sebagai pusat 
kegiatan. Pengembangan kawasan ini memerlukan infrastruktur perikanan yang terintegrasi 
dan tepat sasaran. Keterbatasan sumber daya pembangunan mengharuskan penentuan 
prioritas dalam pengembangan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan 
prioritas pengembangan infrastruktur perikanan di kawasan minapolitan Kecamatan Kumai. 
Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), melibatkan empat 
pemangku kepentingan utama: Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, UPT Pelabuhan 
Perikanan Kumai, dan dua perwakilan tokoh nelayan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sub-
sistem minabisnis usaha produksi memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 41%, diikuti oleh 
sub-sistem hilir pengolahan hasil sebesar 34%. Infrastruktur prioritas utama secara global 
terdiri dari pabrik es (16,83%), armada penangkapan ikan (14,93%), dan peralatan 
penangkapan ikan (13,62%). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan 
pengembangan infrastruktur perikanan yang lebih efektif dan berkelanjutan di kawasan 
minapolitan Kecamatan Kumai. 
 
Kata kunci: minapolitan, infrastruktur perikanan, prioritas pengembangan, AHP 
 

1. PENDAHULUAN 

Kawasan minapolitan adalah pendekatan pembangunan wilayah yang berbasis perikanan, 
menekankan keterpaduan antara kegiatan hulu, produksi, pengolahan, dan pemasaran. 

Infrastruktur perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung kelancaran rantai 
produksi serta meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. 
Kecamatan Kumai telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan perikanan tangkap, dengan 

PPI Kumai sebagai pusat aktivitas. Meskipun sebagian besar infrastruktur perikanan telah 
tersedia, masih terdapat permasalahan pada aspek kapasitas, fungsi operasional, dan 
pemanfaatan, terutama pada infrastruktur pengolahan dan pemasaran. Kondisi ini berdampak 

pada kinerja kawasan minapolitan secara keseluruhan. 
Keterbatasan anggaran pembangunan memerlukan penentuan prioritas yang objektif dan 
sistematis dalam pengembangan infrastruktur perikanan. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan prioritas pengembangan infrastruktur perikanan kawasan 
minapolitan di Kecamatan Kumai dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 
(AHP). 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan 
salah satu kawasan minapolitan tangkap dengan pusat kegiatan berada di PPI Kumai. Objek 
penelitian adalah infrastruktur perikanan yang mencakup sub-sistem minabisnis hulu, usaha 

produksi perikanan, hilir pengolahan hasil, dan hilir pemasaran. 

2.1 Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan pengambilan keputusan 

multikriteria menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara terstruktur dan 
kuesioner AHP kepada empat responden kunci, yaitu perwakilan Bappeda Kabupaten 

Kotawaringin Barat, UPT Pelabuhan Perikanan Kumai, serta dua perwakilan tokoh nelayan. 
Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, 
kebijakan, dan laporan instansi terkait yang mendukung penyusunan struktur hierarki dan 

penentuan alternatif infrastruktur. 
 
2.2  Metode Analisis 

Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang 
digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan infrastruktur pendukung kawasan 
minapolitan. Metode ini diterapkan melalui survei primer dengan menggunakan kuesioner 
kepada pemangku kepentingan terkait untuk menilai tingkat kepentingan relatif antar elemen 

keputusan (Saaty, 1980). 
1. Penyusunan Struktur Hirarki 

Struktur hierarki AHP terdiri dari tiga tingkat. Tingkat pertama adalah tujuan penelitian, 

yaitu menentukan prioritas pengembangan infrastruktur perikanan di kawasan minapolitan 
Kecamatan Kumai. Tingkat kedua mencakup kriteria yang merepresentasikan sub-sistem 
minabisnis, yaitu minabisnis hulu, usaha produksi perikanan, hilir pengolahan hasil, dan hilir 

pemasaran. Tingkat ketiga berisi alternatif infrastruktur untuk masing-masing sub-sistem. 
2. Perbandingan Berpasangan dan Perhitungan Bobot 

Setiap elemen dalam satu tingkat hierarki dibandingkan secara berpasangan untuk 

mengetahui tingkat kepentingan relatif antar elemen. Penilaian dilakukan melalui 
perbandingan berpasangan (pairwise comparison) antar elemen pada setiap tingkat hierarki 
menggunakan skala intensitas kepentingan 1–9. Hasil penilaian disusun dalam matriks 

perbandingan berpasangan 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]yang memenuhi sifat resiprokal, yaitu 𝑎𝑖𝑖 = 1dan 𝑎𝑖𝑗 =

1/𝑎𝑗𝑖. Matriks perbandingan kemudian dinormalisasi dengan membagi setiap elemen 

terhadap jumlah kolomnya: 
 

𝑎𝑖𝑗
′ =

𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 
Bobot prioritas (eigen vector) diperoleh dari rata-rata setiap baris matriks normalisasi: 

𝑤𝑖 =
1

𝑛
∑ 𝑎𝑖𝑗

′

𝑛

𝑗=1

 

Konsistensi penilaian diuji dengan menghitung nilai eigen maksimum (𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠): 
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𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 =
1

𝑛
∑

(𝐴𝑤)𝑖
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𝑛
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Nilai 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠digunakan untuk menghitung Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR): 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑛

𝑛 − 1
𝐶𝑅 =

𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

dengan 𝑅𝐼merupakan Random Index berdasarkan ukuran matriks. Penilaian dinyatakan 

konsisten apabila 𝐶𝑅 ≤ 0,10 

3. Bobot Global dan Prioritas Akhir  

Tahap akhir analisis AHP adalah perhitungan bobot global untuk menentukan prioritas akhir 
alternatif infrastruktur. Bobot global diperoleh dengan mengalikan bobot lokal alternatif 
dengan bobot kriteria pada tingkat di atasnya:  
 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐺𝑜𝑙𝑏𝑎𝑙 = 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓 

Bobot global digunakan untuk menyusun urutan prioritas pengembangan infrastruktur 
perikanan, di mana alternatif dengan bobot terbesar ditetapkan sebagai prioritas utama 

pengembangan kawasan minapolitan. 
 

3. PEMBAHASAN 

3.1 Prioritas Kriteria Pengembangan Infrastruktur Perikanan 
Analisis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) menunjukkan bahwa sub-sistem 
minabisnis usaha produksi perikanan memiliki bobot prioritas tertinggi sebesar 41%, diikuti 

oleh sub-sistem hilir pengolahan hasil dengan bobot 34%, sub-sistem hilir pemasaran sebesar 
19%, dan sub-sistem minabisnis hulu yang memperoleh bobot terendah sebesar 7%. Temuan 
ini mengindikasikan bahwa para pemangku kepentingan menilai aspek produksi dan 

pengolahan sebagai faktor utama dalam meningkatkan kinerja kawasan minapolitan di 
Kecamatan Kumai. 

Bobot tinggi pada sub-sistem usaha produksi menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas 

dan efisiensi aktivitas penangkapan ikan sebagai penggerak utama perekonomian kawasan. 
Di sisi lain, bobot besar pada sub-sistem hilir pengolahan hasil menunjukkan bahwa penguatan 
pengolahan dianggap strategis untuk menjaga mutu hasil tangkapan dan meningkatkan nilai 

tambah produk perikanan. Sub-sistem minabisnis hulu memiliki bobot terendah karena 
sebagian besar infrastruktur dasar di sub-sistem ini sudah tersedia dan berfungsi. 

Tabel. 1 Bobot Prioritas Kriteria 

Kriteria % 

Minabisnis usaha produksi 41% 

Minabisnis hilir pengolahan hasil 34% 

Hilir Pemasaran 19% 

Minabisnis hulu 7% 

Sumber: Hasil olah data, 2025 
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3.2 Pembobotan Alternatif Infrastruktur pada Setiap Sub-sistem Minabisnis 

Pembobotan alternatif pada setiap sub-sistem minabisnis dilakukan untuk menentukan 
prioritas infrastruktur di setiap tahapan sistem minapolitan. Hasil pembobotan menunjukkan 
bahwa setiap sub-sistem memiliki karakteristik dan kebutuhan pengembangan yang berbeda, 

sehingga prioritas infrastruktur yang dihasilkan juga bervariasi. 

3.2.1 Pembobotan Sub-sistem Minabisnis Hulu 
Pada sub-sistem minabisnis hulu, infrastruktur kantor administrasi memiliki bobot prioritas 

tertinggi dibandingkan alternatif lainnya yaitu 56%. Ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi, 
pelayanan administrasi, dan pengelolaan kawasan minapolitan dianggap penting sebagai dasar 
pendukung kelancaran aktivitas perikanan. Sementara itu, infrastruktur lain seperti docking 

bengkel, tempat bongkar muat, dan kolam pelabuhan memiliki bobot lebih rendah karena 
dinilai sudah relatif tersedia atau berfungsi dengan baik. 

Tabel. 2 Pembobotan Alternatif Minabisnis Hulu 

Alternatif Infrastruktur Bobot (%) 

Kantor administrasi 56 

Docking bengkel 17 

Tempat bongkar muat 15 

Kolam pelabuhan 12 

Sumber: Hasil olah data, 2025 

3.2.2 Sub-sistem Usaha Produksi Perikanan 
Hasil pembobotan pada sub-sistem usaha produksi perikanan menunjukkan bahwa armada 
penangkapan ikan (38%) dan peralatan penangkapan ikan (35%)  memiliki bobot tertinggi. 

Ini mencerminkan bahwa peningkatan kapasitas dan efisiensi penangkapan ikan adalah 
kebutuhan utama nelayan untuk mendukung keberlanjutan kawasan minapolitan. Di sisi lain, 
infrastruktur pendukung seperti dermaga, turap dan breakwater memiliki bobot lebih rendah 

karena perannya bersifat penunjang. 

Tabel. 3 Pembobotan Alternatif Usaha Produksi Perikanan 

Alternatif Infrastruktur Bobot (%) 

Armada penangkapan ikan 38 

Peralatan penangkapan ikan 35 

Dermaga 17 

Turap (revetment) 8 

Breakwater (pemecah gelombang) 7 

Sumber: Hasil olah data, 2025. 

 
3.2.3 Sub-sistem Hilir Pengolahan Hasil 
Pada sub-sistem hilir pengolahan hasil, pabrik es memiliki bobot prioritas tertinggi yaitu 49%, 

diikuti oleh cold storage dan industri pengolahan perikanan. Ini menunjukkan bahwa 
penguatan fasilitas pengolahan dan rantai dingin merupakan faktor kunci dalam menjaga 
kualitas hasil perikanan serta meningkatkan nilai tambah produk. 

Tabel. 4 Pembobotan Alternatif Hilir Pengolahan Hasil 

Alternatif Infrastruktur Bobot (%) 

Pabrik es 49 

Cold storage 28 

Industri pengolahan perikanan 23 

Sumber: Hasil olah data, 2025. 
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3.2.4 Sub-sistem Hilir Pemasaran 

Hasil pembobotan pada sub-sistem hilir pemasaran menunjukkan bahwa Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI) memiliki bobot prioritas tertinggi yaitu 44%. Ini menunjukkan bahwa pemangku 
kepentingan menganggap mekanisme pemasaran yang terorganisir dan transparan sebagai 

hal yang penting. Sementara itu, alternatif pasar ikan dan pertokoan memiliki bobot yang lebih 
rendah karena berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem distribusi hasil perikanan. 

Tabel. 5 Pembobotan Alternatif Hilir Pengolahan Hasil 

Alternatif Infrastruktur Bobot (%) 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 44 

Pasar ikan 31 

Pertokoan 25 

Sumber: Hasil olah data, 2025 

 

3.3 Prioritas Global Infrastruktur Perikanan Kawasan Minapolitan Kecamatan 
Kumai 

Penentuan prioritas global infrastruktur perikanan bertujuan untuk mengidentifikasi urutan 

infrastruktur yang paling mendesak untuk dikembangkan demi mendukung kinerja kawasan 
minapolitan Kecamatan Kumai. Prioritas global ditentukan melalui perkalian bobot lokal 
alternatif pada masing-masing sub-sistem dengan bobot kriteria di tingkat yang lebih tinggi, 

sehingga mencerminkan tingkat kepentingan infrastruktur secara keseluruhan. Dalam 
penelitian ini, fokus pembahasan prioritas global adalah pada enam infrastruktur dengan bobot 
global tertinggi, yang menjadi rekomendasi utama untuk pengembangan. 

Tabel. 6 Prioritas Global Infrastruktur Perikanan Kawasan Minapolitan Kecamatan Kumai 

Peringkat Infrastruktur Asal Sub-sistem Bobot (%) 

1 Pabrik es Hilir Pengolahan Hasil 16,83 

2 Armada penangkapan ikan Usaha Produksi Perikanan 14,93 

3 Peralatan penangkapan ikan Usaha Produksi Perikanan 13,62 

4 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hilir Pemasaran 8,40 

5 Cold storage Hilir Pengolahan Hasil 7,24 

6 Industri pengolahan perikanan Hilir Pengolahan Hasil 6,59 

Sumber: Hasil olah data, 2025. 

 
Berdasarkan perhitungan bobot global, infrastruktur pabrik es menempati urutan prioritas 
utama dengan bobot 16,83%, diikuti oleh armada penangkapan ikan sebesar 14,93% dan 

peralatan penangkapan ikan yang memiliki bobot 13,62%. Hasil ini menunjukkan bahwa 
penguatan rantai dingin (cold chain) dan sarana produksi merupakan kebutuhan paling 
mendesak dalam pengembangan kawasan minapolitan Kecamatan Kumai. 

Pabrik es menjadi prioritas utama karena ketersediaan es sangat berpengaruh terhadap 
kualitas dan kesegaran ikan sebelum didistribusikan atau diolah lebih lanjut. Tingginya prioritas 
pada armada dan peralatan penangkapan ikan menegaskan bahwa peningkatan produktivitas 
nelayan masih menjadi fokus utama pengembangan kawasan. Temuan ini sejalan dengan 

karakteristik Kecamatan Kumai sebagai kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap. 

Pada sub-sistem hilir pemasaran, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menempati urutan prioritas 
keempat secara keseluruhan dengan bobot 8,40%, diikuti oleh cold storage sebesar 7,24% 

dan industri pengolahan perikanan sebesar 6,59%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa 
penguatan sistem pemasaran dan hilirisasi tetap diperlukan untuk mendukung stabilitas harga 
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dan perluasan pasar, meskipun tidak menjadi prioritas utama dibandingkan sarana produksi 

dan pengolahan. 

3.4 Implikasi Pengembangan Kawasan Minapolitan 
Hasil penentuan prioritas pengembangan infrastruktur perikanan menunjukkan bahwa strategi 

pengembangan kawasan minapolitan tangkap Kecamatan Kumai perlu difokuskan pada 
peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan serta penguatan fasilitas pengolahan. 
Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil perikanan, memperkuat rantai 

nilai, dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan. Dengan adanya 
prioritas yang jelas, perencanaan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih 
efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kawasan. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis prioritas pengembangan infrastruktur perikanan di kawasan 
minapolitan Kecamatan Kumai, kebutuhan yang paling mendesak adalah penguatan sarana 

produksi dan dukungan rantai dingin. Secara keseluruhan, pabrik es menempati urutan 
pertama dengan bobot 16,83%, diikuti oleh armada penangkapan ikan (14,93%) dan 
peralatan penangkapan ikan (13,62%). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan 

produktivitas dan keberlanjutan perikanan tangkap di Kecamatan Kumai sangat dipengaruhi 
oleh ketersediaan sarana yang mendukung aktivitas nelayan serta menjaga mutu hasil 
tangkapan dari laut hingga ke darat. 

Di sisi hilir, infrastruktur pemasaran dan pengolahan juga tetap penting untuk memperkuat 

sistem distribusi dan meningkatkan nilai tambah, meskipun bobotnya lebih rendah 
dibandingkan sarana produksi utama. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menduduki peringkat 
berikutnya dengan bobot 8,40%, diikuti oleh cold storage (7,24%) dan industri pengolahan 

perikanan (6,59%). Sementara itu, komponen seperti kolam pelabuhan, tempat bongkar muat, 
dan docking bengkel memiliki bobot prioritas yang lebih rendah, karena dianggap relatif sudah 
tersedia atau tidak mendesak dibandingkan dengan kebutuhan produksi dan rantai dingin. 

Oleh karena itu, arah pengembangan yang disarankan adalah memfokuskan pengembangan 
awal pada pabrik es dan peningkatan sarana produksi, kemudian memperkuat hilirisasi melalui 
TPI, penyimpanan dingin, dan pengolahan agar pengembangan kawasan minapolitan 

Kecamatan Kumai menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. 
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